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ABSTRAK 

 
Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah 

kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah 

meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah suatu penelitian hukum 

normatif dengan didukung data wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pentingnya 

penyadapan dan perekaman untuk dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi 

dikarenakan penyadapan dan perekaman merupakan salah satu faktor yang dapat mengungkap kejahatan yang 

dilakukan secara tertutup dan rapi yang cukup sulit pembuktiannya. Bagi seluruh aparat penegak hukum (KPK, 

Polri dan Kejaksaan) dalam hal melakukan penyadapan harus disesuaikan dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesewenang- wenangan dalam melaksanakan tugas 

maupun fungsi masing-masing penegak hukum. 
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari 

kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin 

sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. 

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, hal ini tentu saja sangat 

memprihatinkan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara karena akan sangat 

mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan dan kesejahteraan 

rakyat. 

Untuk rekaman sebagai hasil penyadapan yang merupakan bagian dari 

kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, rekaman penyadapan yang dihadirkan 

pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi apakah termasuk dalam alat bukti yang 

sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP sehingga dapat menjadi dasar keyakinan bagi 

hakim dalam memutus perkara oleh karena dalam KUHAP tidak mengenal adanya 

rekaman sebagai alat bukti yang sah sehingga putusan yang dikeluarkan hakim telah 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP. 
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Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. KUHAP tidak mengatur 

bagaimana legalitas print out (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan 

pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru 

diakui sebagai alat bukti setelah di undangkannya  

Selanjutnya untuk rekaman sebagai hasil penyadapan yang merupakan bagian dari 

kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, rekaman penyadapan yang dihadirkan pada 

sidang pengadilan tindak pidana korupsi apakah termasuk dalam alat bukti yang sah 

sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP sehingga dapat menjadi dasar keyakinan bagi hakim 

dalam memutus perkara oleh karena dalam KUHAP tidak mengenal adanya rekaman 

sebagai alat bukti yang sah sehingga putusan yang dikeluarkan hakim telah sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. 

Adapun Peraturan Perundang-undaangan yang dipergunakan adalah sebagai berikut : Kitab 

Undag-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

PEMBAHASAN 

1. Hukum Pembuktian 

Subekti mengemukakan bahwa hukum pembuktian memberikan aturan tentang 

bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim.
14)

  Sementara Achmad Ali 

dan Wiwie Heryani merumuskan batasan tentang pengertian hukum pembuktian sebagai 

hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan 

alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui 

putusan atau penetapan hakim. Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian 

peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk 

menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Dengan demikian tampaklah bahwa 

pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim 
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atau pengadilan. 

 

 

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara 

perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah 

bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang 

sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) 

adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui 

batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari 

kebenaran formal cukup membuktikan dengan ”preponderance of evidence”, sedangkan 

hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti 

(beyond reasonable doubt). 

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana 

menurut Pasal 6 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa 

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat 

pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang 

yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan 

atas dirinya”. 

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan 

kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan, dilakukan dengan menggunakan alat-

alat. Berikut ini dijelaskan tentang alat bukti menurut KUHAP dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

2. Alat Bukti dalam KUHAP 

Dalam hal tindak pidana, maka alat-alat bukti yang dikenal di dalam hukum 

acara pidana terdapat di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; dan 

e. Keterangan terdakwa 

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil informasi elektronik sebagai alat 

bukti yang tertera di dalam Pasal 184 Ayat (1) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, 
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surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) 

KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat 

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. 

 

3. Ketentuan Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik (UU ITE) 

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan 

transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan 

komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi elektronik 

tersebut, maka para pihak akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai 

landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum. Terkait dengan adanya transaksi 

elektronik yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam UU ITE terdapat 

suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak 

yang telah ada, atau menolak hak orang lain (prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR 

jo. 1865 KUH Pdt.) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada 

padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan 

perundang- undangan. 

Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-

syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan 

sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh antara lain, pertama, Lembaga 

Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup 

registrasi; otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; pembuatan dan pengelolaan sertifikat 

keandalan; serta membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini ditentukan 

dalam Pasal 10 UU ITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan 

fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: registrasi; otentikasi fisik terhadap si 

pemohon; pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat; pengelolaan 

sertifikat elektronik; serta daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini tercantum 

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE. 

4. Teori Pembuktian 

Penyadapan dan rekaman yang diajukan sebagai alat bukti dalam sebuah kasus 

seringkali menjadi hal yang diperdebatkan. Oleh karena itu, teori yang dapat dikemukakan 
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dalam penulisan ini dikemukakan beberapa teori tentang pembuktian. Dalam sistem atau 

teori pembuktian secara umum terbagi atas 3 teori, sebagai berikut: 

a. Berdasar undang-undang secara positif (Positif Wettelijke Bewijs Theorie) 

Teori ini dikatakan ”secara positif”, karena hanya didasarkan kepada undang-

undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti 

yang disebutkan dalam undang- undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. 

Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheori). 

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu. 

Hal yang  perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak 

harus membuktikan kebenaran kesalahn terdakwa. sehingga pengakuan itu pun kadang-

kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang 

didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim 

sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. 

c. Sistem atau Teori Pembuktian bebas 

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditenttukan atau 

terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya ala-alat bukti 

dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat-alat bukti dan cara 

pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim 

bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif). 

 

5. Proses Suatu Perekaman Dalam Tindak Pidana Korupsi Dapat Dijadikan 

Sebagai Alat Bukti Yang Sah 

Alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP penekanannya pada 

alat bukti yang harus diatur dalam undang-undang dan bukan keabsahan perolehan alal 

bukti tersebut. Apabila menggunakan standar pembuktian ala bukti yang sah tersebut, 

maka alat bukti yang dihasilkan tidak perlu dipermasalahkan bagaimana cara 

perolehannya, yang penting alat bukti tersebut diatur dan diakui sebagai alat bukti yang 

sah dalar undang-undang, Untuk mendalami tentang standar alat bukti yang sah dan 

kaitannya dengan unsur keyakinan hakim. 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa standar 

pembuktian yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia saat ini adalah standar 
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pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Standar pembuktian ini merupakan 

gabunji antara unsur alat bukti yang sah dan adanya unsur keyakinan hakim. 

Oleh karena itu, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup melalui 

metode perekaman atau penyadapan diperlukan langkah-langkah atau proses yang 

legal. Penggunaan perekaman maupun penyadapan sebagai alat pendeteksi dan 

pengungkap kasus korupsi di Indonesia dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti 

di pengadilan.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Urgensi atau pentingnya dari suatu tindakan perekaman sebagai alat 

bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan 

penyadapan dan perekaman merupakan salah satu fakor yang dapat 

mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan secara tertutup dan rapi 

yang cukup sulit pembuktiannya. Selain itu, penyadapan dan perekaman 

merupakan salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum 

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari 

proses penyelidikan, penyidikan serta untuk memperoleh alat bukti 

permulaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi. 

2. Proses suatu perekaman dalam tindak pidana korupsi dapat dijadikan 

sebagai alat bukti yang sah apabila: a) Perekaman harus dilakukan oleh 

penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam rangka 

penegakkan hukum; b) perekaman harus dilakukan oleh penegak 

hukum, apabila calon target yang diduga kuat akan melakukan Tindak 

Pidana Korupsi; dan 
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3. Perekaman yang telah dilakukan harus dapat di pertanggungjawaban 

keaslianya, kesaksiannya dan hasilnya tidak bisa dipublikasikan kecuali 

dalam hal pembuktian di persidangan dipakai sebagai alat bukti Pasal 

26a UU RI No. 20 Tahun 2001. 
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